
 
 

   `   

PENGANGKATAN WAKIL MENTERI DI ERA PRESIDEN JOKO WIDODO 

PERSPEKTIF SIYĀSAH TANFIẒIYYAH 

 

 

SKRIPSI 

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN 

HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA 

YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-

SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU                            

ILMU HUKUM ISLAM 

OLEH : 

 

DIKRI ILHAM HUSAENI 

16370011 

 

PEBIMBING : 

DR. H. M. NUR, S.AG., M.AG. 

 

 

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) 

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  

YOGYAKARTA 

2021



 

ii 

 

ABSTRAK 

Seiring perkembangan ketatanegaraan dalam suatu negara, perubahan dan 

penambahan yang signifikan dan kontekstual terhadap tatanan kelembagaan negara 

akan menjadi sesuatu hal tepat untuk dilakukan karena kebutuhan dan tuntutan 

dalam pengelolaan negara. Indonesia sebagai negara yang besar tentunya harus 

memiliki alat kelengkapan negara yang baik dan efisien terutama dalam lembaga 

eksekutif. Lembaga eksekutif sebagai lembaga yang menjalankan pemerintahan 

terdiri dari presiden dan wakil presiden begitupun lembaga kementerian. Dalam hal 

lembaga kementerian, bukan hanya saja menteri sebagai pembantu kepala negara 

tetapi menteri pun dibantu pula oleh seorang wakil menteri dalam menjaankan 

pemerintahan. Topik berkaitan wakil menteri memang menarik untuk dikaji 

terutama pada masa periode kedua kabinet Presiden Joko Widodo yang mengangkat 

delapan belas Wakil Menteri. Setelah pelantikan Wakil Menteri oleh 

Presiden Jokowi ternyata banyak muncul permasalahan yang terkait dengan 

pengangkatan posisi wakil menteri, bahwasannya pengangkatan wakil menteri 

yang dilakukan oleh Presiden Jokowi diawal masa pemerintahan dinilai kurang 

tepat. Hal ini menjadikan perbincangan di masyarakat tentang bagaimana 

kelembagaan Wakil Menteri dan kriteria apa saja yang diangkat oleh Presiden Joko 

Widodo untuk  menjadi seorang Wakil Menteri. 

Penelitian ini menganalisis tentang kelembagaan Wakil Menteri dan kriteria 

Wakil Menteri yang diangkat oleh Presiden Joko Widodo. Dalam fokus bahasannya 

dilihat dari pandangan teori kelembagaan negara dan siyāsah tanfiẓiyyah. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif. 

Sedangkan untuk sumber penelitian yang diperoleh adalah berbagai peraturan 

perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. 

Hasil penelitian ini bahwa keberadaan wakil menteri dalam sistem 

pemerintahan Indonesia sesuai dengan konsep siyāsah tanfiẓiyyah dari pemikiran 

al-Mawardi yang menyatakan bahwa wizārah tafwiḍ (Perdana Menteri) boleh 

mengakat wakilnya, karena lembaga kementerian merupakan suatu jabatan yang 

berat tanggungjawabnya dan menjadi pendukung kekuasaan Kepala Negara. Dalam 

pengangkatan wakil menteri yang diangkat oleh Presiden Joko Widodo hampir 

seluruhnya memenuhi syarat kompeten dalam pandangan siyāsah tanfiẓiyyah yang 

pada dasarnya serorang wakil menteri harus dariorang yang profesional. 

Kata Kunci: Kelembagaan, Kriteria Wakil Menteri, Siyāsah Tanfiẓiyyah,  
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MOTTO : 

 

“Better to fell how hard education is at this time rather than  

fell the bitterness of stupidity, later” 

 

“Lebih baik merasakan sulitnya pendidikan sekarang 

 daripada rasa pahitnya kebodohan kelak” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa 

lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan 

Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam 

penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama 

dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 

dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 bâ’ B Be ب

 tâ’ T Te ت

 śâ’ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

  ḥâ’ Ḥ ḥa (dengan titik di bawah) ح

 khâ’ Kh ka dan ha خ

 Dâl D De د

 Żâl Ż żet (dengan titik di atas) ذ

 râ’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش



 

ix 

 

 Ṣâd Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍâd Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ţâ’ Ţ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓâ’ Ẓ zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik (di atas)‘ ع

 Gain G ge dan ha غ

 fâ’ F Ef ف

 Qâf Q Qi ق

 Kâf K Ka ك

 Lâm L El ل

 Mîm M Em م

 Nûn N En ن

 Wâwû W We و

 hâ’ H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 yâ’ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah 

لََ  Ditulis Nazzala نَزَّ

 Ditulis Bihinna بهِِنََّ

 

C. Ta’ Marbutah diakhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 



 

x 

 

 Ditulis Hikmah حِكٌمَةَ 

 Ditulis ‘illah عِلَّةَ

 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali 

dikehendaki lafal lain). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka 

ditulis dengan h. 

لِيَاءَ   ’Ditulis Karâmah al-auliyâ كَرَامَة الأََو 

 

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t atau h.  

 Ditulis Zakâh al-fiţri زَكَاة الَ فِطرَِ

 

D. Vokal 

 

 فعََّلََ

Fathah 

Ditulis 

Ditulis 

A 

Fa’ala 

 ذكُِرََ

kasrah 

 

Ditulis 

Ditulis 

I 

Żukira 

 Dammah يَذ هَبَُ

Ditulis 

Ditulis 

U 

Yażhabu 

 

E. Vokal Panjang 

1 Fathah + alif  Ditulis Â 



 

xi 

 

 Ditulis Falâ فلاَََ

2 Fathah + ya’ mati 

 تنَ سَىَ

Ditulis 

Ditulis 

Â 

Tansâ 

3 

 

Kasrah + ya’ mati 

 تفَ صِي لََ

Ditulis 

Ditulis 

Î 

Tafshîl 

4 Dammah + wawu mati 

لَُ  أصُُو 

Ditulis 

Ditulis 

Û 

Uṣûl 

 

F. Vokal Rangkap 

1 

Fathah + ya’ mati 

هَي لِيَ   الَزُّ

Ditulis 

Ditulis 

Ai 

az-zuhailî 

2 

Fathah + wawu mati 

لَة َ  الَدَّو 

Ditulis 

Ditulis 

Au 

ad-daulah 

 

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof 

 Ditulis A’antum أأَنَ تمَُ 

 Ditulis U’iddat أعُِدَّتَ 

تمَُ  شَكَر   Ditulis La’in syakartum لئَِن 

 

H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l” 

أآنَ   Ditulis Al-Qur’ân الَ قرُ 

 Ditulis Al-Qiyâs الَ قِيَاسَ 
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2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 ’Ditulis As-Samâ الَسَّمَاءُ

شَُ  Ditulis Asy-Syams الَشَّم 

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisnya. 

ضَ  الَ فرُُو   Ditulis Żawî al-furûḍ ذوَِي 

لُالًسُّنَّة َ  Ditulis Ahl as-sunnah أهَ 

 

J. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf 

awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, 

maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf 

awal kata sandangnya. Contoh: 

ان رَُرَمَضَانََالَّذِيَأنُ زِلََفيِ هَِال قرُ   Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur’an  شَه 

K. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada : 

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, 

dan sebagainya. 

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh 

penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan 

sebagainya. 



 

xiii 

 

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara 

yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri 

Soleh dan sebagainya. 

4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, 

Hidayah, Taufiq, Al-Ma’arif dan sebagai 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Terbentuknya struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan 

pemerintahan dalam Islam mengacu kepada prinsip-prinsip al-Quran dan al– 

Hadist. Maksudnya adalah bahwa seluruh kekuasaan di alam semesta ada pada 

Allah karena ia yang telah menciptakannya.1 Hal ini tentunya dapat memberikan 

landasan terhadap terbentuknya kelembagaan negara dalam sistem ketatanegaraan 

pada era modern ini yang sangat begitu kompleks permasalahannya. Para pemikir-

pemikir Islam terdahulu seperti al-Mawardi sebagai tokoh yang memberikan 

kontribusinya dalam hal pemikiran kelembagaan negara dapat dijadikan pula 

pijakan sebagai dasar pembentukan kelembagaan negara. 

Seiring perkembangan ketatanegaraan dalam suatu negara, perubahan dan 

penambahan yang signifikan dan kontekstual terhadap tatanan kelembagaan negara 

akan menjadi sesuatu hal tepat untuk dilakukan karena kebutuhan dan tuntutan 

dalam pengelolaan negara yang terus berkembang.. Indonesia sebagai negara yang 

besar tentunya harus memiliki alat kelengkapan negara yang baik dan efisien 

terutama dalam lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif sebagai lembaga yang 

menjalankan pemerintahan terdiri dari presiden dan wakil presiden begitupun 

 
1ََHakim Javid Iqbal, Masalah-masalah Teori Politik Islam, cet- II (Bandung : Mizan, 

1996), hlm. 57. 
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lembaga kementerian. Dalam hal lembaga kementerian, bukan hanya saja menteri 

sebagai pembantu kepala negara tetapi menteri pun dibantu pula oleh seorang wakil 

menteri dalam menjaankan pemerintahan. Topik berkaitan wakil menteri memang 

menarik untuk dikaji terutama pada masa periode kedua kabinet Presiden Joko 

Widodo yang mengangkat delapan belas Wakil Menteri. Setelah pelantikan Wakil 

Menteri oleh Presiden Jokowi ternyata banyak muncul permasalahan yang terkait 

dengan pengangkatan posisi wakil menteri, bahwasannya pengangkatan wakil 

menteri yang dilakukan oleh Presiden Jokowi diawal masa pemerintahan dinilai 

kurang tepat. Hal ini menjadikan perbincangan di masyarakat tentang bagaimana 

kelembagaan Wakil Menteri dan kriteria apa saja yang diangkat oleh Presiden Joko 

Widodo untuk  menjadi seorang Wakil Menteri. 

Presiden berhak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri sesuai 

dengan hak yang dimiliki oleh presiden menurut aturan-aturan yang sesuai. Menteri 

melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi yang diusung oleh 

presiden serta bertanggungjawab penuh kepada presiden. Menteri memimpin 

lembaga departemen dan non-departemen sesuai dengan nomenklatur yang disusun 

oleh presiden.2 Ini merupakan hak perogratif yang dimiliki oleh Presiden. 

Dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang 

Kementerian Negara menambah Wakil Menteri sebagai dasar keberadaannya. Pasal 

tersebut menyebutkan bahwa bahwa: 

 “Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara 

khusus, Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian 

tertentu.”  

 
2 Zaky Ulya, ”Kedudukan Wakil Meneteri Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan 

Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” Jurnal Legislasi Vol. 13:2 (Juni 2016) hlm. 

1.  

https://akurat.co/indeks?tag=Jokowi
https://akurat.co/indeks?tag=Wakil+Menteri
https://akurat.co/indeks?tag=Wakil+Menteri
https://akurat.co/indeks?tag=Wakil+Menteri
https://akurat.co/indeks?tag=Jokowi
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.  

Setelah mengangkat para Menteri dikabinetnya, Presiden Joko Widodo 

selanjutnya melantik beberapa Wakil Menteri. Presiden Joko Widodo memanggil 

sejumlah orang yang ditunjuk sebagai wakil menteri Kabinet Indonesia Maju 

pemerintahan Jokowi-Ma'ruf periode 2019-2024. Nama-nama itu diumumkan 

Jokowi usai salat Jumat, 25 Oktober 2019. Dari 12 nama yang ditunjuk, beberapa 

di antaranya adalah Zainut Tauhid, Surya Candra, Angela Herliani Tanoesoedibjo, 

John Wempi Wetipo dan Jerry Sambuaga, Budi Arie Setiadi, Wahyu Sakti 

Trenggono. Sementara dari kalangan profesional antara lain adalah Budi Gunadi 

Sadikin, Kartiko Wirdjoatmojo dan Suahasil Nazara.3 

Pada tanggal 23 Desember 2020, Presiden Joko Widodo kembali 

mengangkat lim Wakil Menteri untuk membantu dalam kabinetnya. Adapun nama-

nama Wakil Menteri tersebut adalah Muhammad Herinda sebagai Wakil Menteri 

Pertahanan menggantikan Wahyu Sakti Trenggono, Esward omar Syarif sebagai 

Wakil Menteri Hukum dan HAM, Dante Saksono sebagai Wakil Menteri 

Kesehatan, Harfiiq Hasnul Qolbi sebagai Wakil Menteri pertanian dan Pahala 

Nugaraha sebagai Wakil Menteri BUMN. 

Dengan telah dilantiknya Wakil Menteri, maka hampir semua parpol 

pendukung, relawan, dan tim sukses diguyur kursi empuk kekuasaan. Jokowi betul-

betul memanjakan semua pihak yang seiring dengannya. Hampir tidak ada satupun 

 
 3 ”Daftar Nama Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma’ruf” https://tirto.id/daftar-

nama-wakil-menteri-kabinet-indonesia-maju-jokowi-maruf-ekmf, akses 17 Desember 2019 

 

https://akurat.co/indeks?tag=Wakil+Menteri
https://akurat.co/indeks?tag=Jokowi
https://tirto.id/daftar-nama-wakil-menteri-kabinet-indonesia-maju-jokowi-maruf-ekmf,%20akses%2017%20Desember%202019
https://tirto.id/daftar-nama-wakil-menteri-kabinet-indonesia-maju-jokowi-maruf-ekmf,%20akses%2017%20Desember%202019
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yang ditinggal, sepertinya sudah ada jatah yang disiapkan, baik kursi untuk Wakil 

Menteri hingga nanti berlanjut ke posisi komisaris dan direksi BUMN. 

Setelah pelantikan Wakil Menteri oleh Presiden Jokowi ternyata banyak 

muncul permasalahan yang terkait dengan pengangkatan posisi Wakil Menteri ini 

bahwa pengangkatan Wakil Menteri oleh Presiden Jokowi dinilai sebatas untuk 

bagi-bagi jabatan polik atau mengakomodir kepentingan politik.4 Hal ini 

mengakibatkan masyarakat bertanya-tanya tentang bagaimana kelembagaan Wakil 

Menteri sebagai pembantu menteri dalam melaksanakan tugas kementerian dan 

sebenarnya kriteria apa sehingga Wakil Menteri itu dapat diangkat terutama diawal 

masa kerja kabinet. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peyusun menemukan permaslahan 

yang perlu dikaji lebih rinci dan lebih lanjut. Adapun beberapa rumusan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Kelembagaan Menteri dalam Sistem Pemerintahan Indonesia 

menurut Teori Birokrasi ?  

2. Bagaimana pandangan siyāsah tanfiẓiyyah mengenai kelembagaan Wakil 

Menteri di era Presiden Joko Widodo ? 

 
4 Desmon Mahesa, “Beberapa Persoalan Seputar Pengangkatan Wakil Menteri oleh Presiden 

Jokowi, ”https://akurat.co/news/id-831645-read-beberapa-persoalan-seputar-pengangkatan-wakil-

menteri-oleh-presiden-jokowi, akses 27 Mei 2020. 

https://akurat.co/indeks?tag=Wakil+Menteri
https://akurat.co/indeks?tag=Wakil+Menteri
https://akurat.co/indeks?tag=Jokowi
https://akurat.co/indeks?tag=Wakil+Menteri
https://akurat.co/indeks?tag=Wakil+Menteri
https://akurat.co/indeks?tag=Jokowi
https://akurat.co/news/id-831645-read-beberapa-persoalan-seputar-pengangkatan-wakil-menteri-oleh-presiden-jokowi
https://akurat.co/news/id-831645-read-beberapa-persoalan-seputar-pengangkatan-wakil-menteri-oleh-presiden-jokowi
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3. Bagaimana pandangan siyāsah tanfiẓiyyah terhadap kriteria Wakil Menteri 

yang diangkat Presiden Joko Widodo ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Kelembagaan Menteri dalam Sistem Pemerintahan Indonesia menurut Teori 

Birokrasi. 

2. Untuk menjelaskan pandangan siyāsah tanfiẓiyyah mengenai Kelembagaan 

Wakil Menteri di era Presiden Joko Widodo. 

3. Untuk menjelaskan pandangan siyāsah tanfiẓiyyah terhadap kriteria Wakil 

Menteri yang diangkat Presiden Joko Widodo. 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang dapat diperoleh dari beberapa aspek, 

yaitu: 

1. Sebagai masukan dan kritik kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk 

dijadikan bahan pertimbangan dan perencanaan nasional khususnya dalam 

menjalankan kekuasaan eksekutif berkenaan dengan pengangkatan 

Kementerian Negara. 

2. Untuk menambah cakrawala pengetahuan dan wawasan penulis dalam 

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara 
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3. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada khalayak umum dapat 

dijadikan bahan refernsi dan menambahah pehamahaman berkaitan dengan 

bidang ilmu Hukum Tata Negara yaitu memberikan sumbangan pemikiran 

terutama dalam bidang Hukum Tata Negara. 

E. Telaah Pustaka 

  Berbagai penelitian yang mengkaji tentang Wakil Menteri sudah pernah 

diteliti, agar dapat mebedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya maka penulis 

mengkaji secara khusus mengenai kelembagaan Wakil Menteri dilihat dari 

perspektif siyāsah tanfiẓiyyah. Penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan 

skripsi penulis adalah sebagai berikut: 

 Penelitian jurnal Zaki Ulya yang berjudul “Kedudukan Wakil Meneteri 

Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Menurut Undang-Undang 

Dasar Tahun 1945”. Jurnal ini mnjelaskan bahwa Kementerian Negara merupakan 

lembaga dalam pemerintahan Indonesia yang merupakan pembantu presiden yang  

diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian negara. 

Wakil Menteri pun menjadi pendamping Presiden dan Menteri yang diatir dalam  

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan 

Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi 

Kementerian Negara. Menurut sisi kewenangannya jabatan wakil menteri bukanlah 

jabatan yang strategis. Wakil Menteri hanya mewakili menteri dan tidak punya hak 

mengambil keputusan serta hak suara dalam sidang-sidang kabinet. Wakil Menteri 

adalah subordinasi menteri karena kewenangan utama tetap berada ditangan 
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menteri. Wakil Menteri merupakan jabatan birokrasi tertinggi di Indonesia, terapi 

tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tanpa persetujuan menteri. 

Fenomena ini menguatkan tendesi dikotomi politik-birokrasi di Indonesia.5 

 Penelitian skripsi Ali Rahman yang berjudul “ Tinjauan Hukum Administrasi 

Negara Tentang Kewenangan Wakil Menteri di Indonesia.” Penelitian ini 

menjelaskan kewenangan Wakil Menteri dalam sistem pemerintahan Presidensial. 

Data yang diperoleh dengan tinjauan hukum yaitu analisis langsung terhadap 

Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri dan Undang-undang 

No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara yang kemudian dijadikan sebagai 

bahan hukum primer.  

Kedudukan Wakil Menteri dalam sistem presidensial di Indonesia masih 

mengalami ketidakjelasan dimana Pasal 9 ayat (2) Undamg-undang No. 39 Tentang 

Kementerian Negara membawahi birokrasi yang terdiri atas, Sekretaris Jenderal 

(Sekjen), Direktorat Jendral (Dirjen), akan tetapi didalam Pasal 1 Peraturan 

Presiden, Nomor 60 tahun 2012 Tentang Wakil Menteri disebutkan bahwa Wakil 

Menteri bertanggung jawab kepada Menteri. Keberadaan Peraturan Presiden ini 

menjadi legitimasi yuridis kedudukan Wakil Menteri saat ini meskipun tidak 

sejalalan dengan Undang-undang No. 39 tahun 2008 Tentang kementerian Negara.6 

 
5 Zaky Ulya, ”Kedudukan Wakil Meneteri Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan 

Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945,”Jurnal Legislasi Vol. 13:2 (Juni 2016). 

 

  6 Ali Rahman, “Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Kewenangan Wakil 

Menteri di Indonesia,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, (Agustus 2013). 
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 Jurnal Feliciano Pakpahan, Retno Saraswati, Hasyim Asy’ari yang berjudul 

“Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Nomor 79/PUU-IX/2011Tentang 

Kementerian negara Dalam Hal Penghapusan Jabatan Wakil Menteri.” Penulisan 

penelitiani ini membahas tentang hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

79/PUUIX/2011 Tentang Kementerian Negara dalam hal penghapusan jabatan 

Wakil Menteri serta memaparkan wewenang dan kedudukan Wakil Menteri setelah 

putusan Mahkamah tersebut. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah 

menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 Tentang 

Kementerian Negara dalam hal penghapusan jabatan Wakil Menteri serta 

menggambarkan wewenang dan kedudukan Wakil Menteri setelah putusan ini 

disahkan.  

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini ialah 

yuridis normatif, dengan terdiri dari 3 (tiga) pendekatan yakni pendekatan 

perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan.  

Permasalahan yang timbul dalam skripsi ini ialah kedudukan Wakil Menteri 

yang belum jelas keberadaannya dalam susunan Organisasi Kementerian Negara 

serta cara pengangkatan Wakil Menteri itu sendiri. Dalam putusan terkait dengan 

polemik Wakil Menteri, MK menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 10 UU Nomor 

39 Tahun 2008 inkonstitusional (melanggar Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 

Dasar 1945) dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Namun, MK menegaskan 

bahwa keberadaan Wakil Menteri merupakan bagian dari kewenangan penuh 

Presiden dan tidak merupakan hal yang inkonstitusional. Dalam amar putusannya, 

MK juga menginstruksikan kepada Presiden untuk menerbitkan suatu Peraturan 
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Presiden yang mengatur mengenai Wakil Menteri. Hasil penelitian ini 

menyarankan adanya restrukturasi kedudukan Wakil Menteri dalam susunan 

organisasi Kementerian Negara, sehingga kedudukan Wakil Menteri dalam 

Susunan Organisasi Kementerian Negara secara tegas posisi dan kedudukannya 

berada dimana.7 

Jurnal Abidin yang berjudul ”Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem 

Ketatanegaraan Republik Indonesia.” Penelitian ini menjelaskan Asumsi dasar 

yang digunakan dalam mengangkat jabatan Wakil Menteri tersebut adalah untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi-fungsi Kementerian 

Negara. Sebelumnya, Indonesia tidak pernah mengenal adanya jabatan Wakil 

Menteri, jabatan tertinggi pada Kementerian Negara dipegang oleh Menteri sebagai 

pembantu Presiden. Namun, mengikuti perkembangan zaman dan kompleksitas 

fungsi-fungsi Kementerian Negara sehingga dirasa perlu untuk mengangkat Wakil 

Menteri yang bertugas membantu menteri dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya.  

Jenis Penelitian ini menggunakan hukum normatif, metode pendekatan 

yang digunakan perundang-undangan, dan konseptual. Metode analisis data pada 

penelitian ini dilakukan secara deduktif. Kewenangan Presiden dalam 

pengangkatan wakil Menteri telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945 Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2), yang merupakan 

 
 7 Feliciano dkk, ”Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Nomor 79/PUU-IX/2011Tentang 

Kementerian Negara Dalam Hal Penghapusan Jabatan Wakil Menteri,” Jurnal Diponegoro Law 

Vol. 6:1 (2017). 
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implementasi dari sistem Presidensial. Hal ini pengangkatan Wakil Menteri juga 

mengacu pada Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang 

Kementerian Negara mengenai Jabatan Wakil Menteri menentukan bahwa Wakil 

Menteri bertugas untuk membantu menteri dan bertanggung jawab kepada Menteri 

dan pengangkatanya hanya faktor kepentingan politis dari presiden.8 

  Tesis yang berjudul “Kedudukan Wakil Menteri dalam Susunan Organisasi 

Kementerian Negar.” yang ditulis oleh Saiful Anam. Penelitian ini menjelaskan 

bahwa Tesis ini membahas tentang makna pengangkatan Wakil Menteri oleh 

Presiden dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara 

khusus dalam Kementerian tertentu, selain itu juga membahas Kedudukan Wakil 

Menteri dalam susunan organisasi Kementerian Negara serta perbandingannya 

dengan Amerika Serikat, Rusia, Malaysia, Kanada dan Korea Selatan.  

   Tesis ini menggunakan metode penulisan hukum normatif, dengan terdiri 

dari 3 (tiga) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan 

konseptual dan pendekatan perbandingan. Hasil tesis ini menyarankan adanya 

restrukturisasi kedudukan Wakil Menteri dalam susunan organisasi Kementerian 

Negara, sehingga kedudukan Wakil Menteri dalam Susunan Organisasi 

Kementerian Negara secara tegas posisi dan kedudukannya berada dimana.9 

 
8 Abidin, “Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” 

Jurnal Ius Vol. 2:5 (Agustus 2015) 

 
9 Saiful Anam, “Kedudukan Wakil Menteri dalam Susunan Organisasi Kementerian 

Negara,” Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013 
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  Jurnal Ruslan yang berjudul “Kedudukan Wakil Menteri dan Implikasinya 

Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” Penelitian ini menjelaskan bahwa 

menurut Pasal 17 (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia: “kementerian 

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”, penunjukan menteri adalah 

kewenangan presiden. Berdasarkan Pasal ini, penunjukan wakil kementerian 

kemudian akan menjadi bagian dari otoritas presiden juga. Oleh karena itu, perlu 

untuk menekankan bahwa penunjukan wakil menteri tidak bertentangan dengan 

konstitusi. Sehubungan dengan berdiri hukum wakil menteri, penjelasan Pasal 10 

UU No 30 tahun 2008 menyatakan: “Wakil Menteri adalah karir resmi dan bukan 

anggota kabinet”.  

  Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa penjelasan Pasal tersebut tidak 

sesuai dengan Pasal 9 (1) UU No 30 tahun 2008, karena artikel terbaru menjelaskan 

bahwa struktur menteri terdiri dari: Menteri, memimpin bantuan yaitu, sekretaris 

jenderal, yang tugas pelaksana utama, yaitu inspektur jendral, inspektur, yaitu 

inspektorat jenderal, yang memback-up tugas pusat dan daerah yaitu agen serta 

pelaksana tugas utama di tingkat lokal dan, atau, luar negeri oleh Deputi sesuai 

dengan peraturan. Jika menteri ditunjuk sebagai pejabat karir maka ia tidak lagi 

memiliki posisi apapun, dan itu tidak sesuai dengan struktur menteri, yang juga 

tidak sesuai dengan Pasal 9 UU No 39 tahun 2008. Kenyataan ini membawa 

ketidakpastian hukum dan itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia. Menurut keputusan pengadilan konstitusi No 

79/PUU-IX/2011, yang memenuhi bagian dari permintaan pemohon tentang 

judicial review Pasal 10 UU No 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara dengan 
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meniadakan penjelasan dari Pasal tersebut karena kontras dengan konstitusi dan 

belum ada kekuatan hukum. Dalam putusannya, pengadilan konstitusi juga 

menginstruksikan presiden untuk mengubah keputusan presiden lama agar hal itu 

serupa dengan otoritas eksekutif dan tidak membawa ketidakpastian hukum.10 

F. Kerangka Teoritik 

1. Teori Siyāsah Tanfiẓiyyah 

 Siyāsah Tanfiẓiyyah merupakan bagian dari fiqh siyāsah yang membahas 

mengenai segala sesuatu yang berkenaan dengan kekuasaan eksekutif. Kekuasaan 

eksekutif merupakan politik pelaksanaan perundang-undangan. Dalam Siyâsah ini, 

terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif.11 Pelaksana dari lembaga ini adalah 

kepala negara yang dibantu oleh para pembantunya yang dibentuk sesuai dengan 

kebutuhan dan tuntutan kondisi yang berbeda dalam suatu negara/pemerintahan. 

Kepala negara dan pemerintah ada karena untuk menggantikan fungsi kenabian 

dalam menjalankan agama dan mengatur dunia. 

2. Teori tentang Kementerian (Wizārah) dalam Siyāsah Tanfiẓiyyah 

Al-Māwardī membagi lembaga Kementerian/wizārah menjadi dua bentuk 

wizārah tafwiḍ dan wizārah tanfiż. wizārah tafwiḍ yaitu wazīr yang memiliki 

kekuasaan luas memutuskan berbagai kebijaksanaan kenegaraan. Ia juga 

 
10 Rusnan, “Kedudukan Wakil Menteri dan Implikasinya Terhadap Sistem Ketatanegaraan 

indonesia.” Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan Vol 1:1, (Februari, 2013). 

 
11 La Samsu, “al-sulṭah al-tasyri’iyyah, al-sulṭah al-tanfiẓiyyah, al-sulṭah al- 

qaḍā’iyyah,”Jurnal Tahkim Vol. 8:1, 2017, hlm. 159. 
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merupakan koordinator kepala-kepala departemen. Wazīr ini dapat dikatakan 

sebagai perdana menteri. Karena besarnya kekuasaan wizārah tafwiḍ ini, maka 

orang yang menduduki jabatan ini merupakan orang-orang kepercayaan khalifah. 

Sedangkan wizārah tanfiż yaitu wazīr yang hanya bertugas sebagai pelaksana 

kebijaksanaan yang digariskan oleh wizārah tafwiḍ. Ia tidak berwenang 

menentukan kebijaksanaan sendiri.12 

Menurut Imam al- Māwardī seorang kepala diperbolehkan mengangkat atau 

melatik dua wizārah tanfiż (pembantu khalifah dalam bidang administrasi) secara 

bersama-sama. Namun tidak diperbolehkan mengangkat dan melantik wizārah 

tafwiḍ (pembantu khalifah bidang pemerintahan) secara bersamaan, karena 

keduanya mempunyai kewenangan yang sangat luas. Begitupun mengangkat dua 

khalifah sekaligus karena akan dikhawatirkan timbul perselisihan diantara 

mereka.13  

3. Teori Pengangkatan Pejabat Publik Siyāsah Tanfiẓiyyah 

  Dalam Islam pengangkatan pejabat publik yang dilakukan oleh Kepala 

Negara untuk membantunya harus mengangkat orang-orang yang berkompeten dan 

dapat dipercaya agar dapat melaksanakan kepecayaan dan tugas yang diberikan dan 

mengatur pengelolaan negara yang berada dibawah naungannya, agar tugas yang 

dilaksanakan dapat sempurna dan pengelolaan negara dapat terjaga dalam 

 
 12 Syafaruddin Syam, “Pemikiran Politik Islam Imam al-Māwardī dan Relavansinya di 

Indonesia,” Jurnal Al-Hadi, Vol. 2:2 (Juni 2017), hlm 491. 

 
13 Al-Mawardi, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, alih bahasa 

Abdul Hayyie Al-Kattani, cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 47. 
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pengaturan orang yang berkompeten dan dapat dipercaya.14 Pengangkatan pejabat 

harus dilaksankan secara selektif untuk orang yang pantas terutama untuk 

mengurusi perkara umat manusia. Kriteria orang yang diberikan amanah tersebut 

yaitu orang yang mampu mengemban tugas dan tidak melimpahkan kepada orang 

yang meminta kedudukan atau mengajukan diri untuk meminta kedudukan.15 

  Suatu bentuk pengkhiatan kepada Allah dan Rasulnya jika mengangkat 

seseorang untuk suatu jabatan yang seharusnya lebih pantas diberikan kepadanya 

tetapi dialihkan kepada orang lain disebabkan ada ikatan keluarga, loyalitas, atau 

persahabatan atau kesamaan daerah, mazhab, satu aliran, atau suku bangsa atau 

disebabkan karena suap dan kepentingan-kepentingan tertentu.16 Orang yang 

menjalankan amanah walaupun berseberangan dengan hawa nafsunya, Allah akan 

menguatkan dan menjaga keluarga serta kekayaannya. Sedangkan orang yang 

mengikuti hawa nafsunya maka Allah akan memberikan siksaan dengan 

menakdirkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari tujuannya yakni dengan 

memberikan kehinaan kepada keluarganya dan sekaligus melenyapkan 

kekayaannya.17 

G. Metode Penelitian 

 
14 Ibid. 

 
15 Ibid., hlm. 69. 

 
16 Mujar Ibnu Syaif dan Khamami Zada, Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Islam 

(Jakarta: Erlangga, 2008), hlm.75. 

 
17 Ibid. 
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Penelitian ini akan menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan metode (library research), yaitu penelitian 

yang datanya diperoleh dari berbagai sumber dan literatur. Mengumpukan data 

yang didapat dari penelaah kepustakaan yang relevan dengan penelitia ini.18 

bahan-bahan yang digunakan yaitu berkaitan dengan kelembagaan Wakil Menteri 

dan pengangkatan Wakil Menteri di era Presiden Joko Widodo. 

2. Jenis Pendekatan 

Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif.    Pendekatan 

ini bertujuan untuk memperjelas pemahaman terhadap objek kajian dan 

memberikan batas wilayah penelitian berkenaan dengan kelembagaan Wakil 

Menteri dan kriteria menjadi Wakil Menteri di era Presiden Joko Widodo. 

3. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini menggunakan deskriptif-analitik, yang dimaksud adalah 

bertujuan untuk menjelaskan secara komprehensif dan sistematik tentang 

kelembagaan dan kriteria Wakil Menteri yang diangkat pada era Presiden Joko 

Widodo. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, maka dari itu teknik 

pengumpulan datanya bersumber dari data primer dan sekunder, antara lain: 

 
18 Suharsini Arikujnto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, cet.14. (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2011), hlm. 11. 
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  Sumber data primer yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah Undang-undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, 

Peraturan Presiden no. 60 Tahun 2012 Tentang Wakil Menteri, Surat Keputusan 

Presiden Nomor 72/M Tahun 2019 dan Surat Keputusan Presiden Nomor 133/P 

Tahun 2020 

  Sumber data sekunder yang akan menunjang dalam penelitian ini adalah 

buku-buku, artikel, jurnal, internet dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan 

objek penelitian. 

5. Analisis Data 

 Referensi dan bahan hukum yang didapatkan dalam penelitian ini dianalisis 

secara mendalam dengan pendekatan normatif yaitu menelaah Undang-undang 

No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara yang kemudian menjelaskan, 

menganalisis secara sistematis tentang kelembagaan dan kriteria Wakil Menteri 

yang diangkat oleh Presiden Joko Widodo. Hasil penelahaan tersebut dapat 

memperoleh jawaban dari permasalahan yang sedang dikaji. 

H. Sistematika Pembahasan 

Bab pertama merupakan bab pendahuluan, yang akan menjelaskan tentang 

arah yang akan dicapai dalam penelitian ini. Pada bagian ini, terdapat tujuh sub bab 

yaitu pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, tujuan masalah yang 

memuat tenang tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini, dan kegunaan 

penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 
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Bab dua membahas tentang teori kementerian (Al-Wizārah), teori 

pengangkatan pejabat publik dalam islam, teori siyāsah tanfiẓiyyah. 

Bab tiga berisi data mengenai kelembagaan wakil menteri dalam sistem 

pemerintahan Indonesia yang didalamnya mencakup kedudukan wakil menteri dan 

pengangkatan wakil menteri di era presiden joko widodo.  

Bab empat berisi tentang pandangan siyāsah tanfiẓiyyah mengenai 

kelembagaan dan mengenai kriteria wakil menteri yang diangkat oleh presiden joko 

widodo. 

Bab lima merupakan bagian terakhir dan penutup, yang berisi kesimpulan 

dan saran. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Siyāsah Tanfiẓiyyah memandang bahwa kelembagaan Wakil Menteri dalam 

sistem pemerintahan Indonsesia sesuai dengan konsep siyāsah tanfiẓiyyah 

yang menyatakan bahwa wizārah tafwiḍ/Perdana Menteri boleh mengakat 

wakilnya, karena lembaga kementerian dilihat dari pandangan filosofisnya 

merupakan suatu jabatan yang berat tanggungjawabnya dan menjadi 

pendukung kekuasaan Kepala Negara, agar dapat menunjang dan membantu 

jalannya suatu pemerintahan maka dibentuklah wakil menteri. 

2. Wakil Menteri yang diangkat oleh Presiden Joko Widodo hampir seluruhnya 

memenuhi syarat -syarat kompeten yang termasuk dalam pandangan Siyāsah 

Tanfiẓiyyah yang pada dasarnya serorang wakil menteri yang seharusnya orang 

yang profesional, terutama dalam hal jabatan wakil menteri yang pada 

dasarnya untuk mengakomodir dan membantu menteri dalam menjalankan 

pemerintahan. 

B. Saran 

 Dalam pembacaan penyusun bahwa belum ada yang mneliti tentang 

pengangkatan Wakil Menteri di era Presiden Joko Widodo dan penelitian ini 

merupakan penelitian awal karena termasuk persoalan yang memang tidak setiap 

waktu ada dalam sistem ketatanegaraan indonesia, sehingga lebih baiknya ada yang 
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dapat melanjutkan penelitian inidengan penelitian lapangan dari berbagai perpektif 

kajian. 

 Setelah memahami terkait objek penelitian maka penyusun mencoba untuk 

memberikan beberapa saran, yaitu: 

1. Perlunya melakuan perubahan peraturan perundang-undangan agar dapat 

memberikan kejelasan persoalan kelembagaan wakil menteri teutama dalam 

hal strukur, tugas dan fungsi dalam sebuah Undang-undang. 

2. Memeberikan kriteri dan syarat yang ebih spesifik terhadap wakil meteri 

dalam sebuah peraturan perundang-undangan agar dapat memberikan 

kejelasan dalam hal penangan khusus sebagai dasar diangkatmya seorang 

wakil menteri. 
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